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PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP-Desa periu dibuat Peraturan Desa
yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebyakan-
kebijakan perencanaan pembangunan desa.

b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud
huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa.

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkap: peraturan tersebut
diperiukan Keputusan Kepala Desa;

d. bahwa dalam menjalankan kebjakan tertentu. diperiukan
rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

)




10.

11.

1=,

13.

Deasa (lembaran Negiia Republik  Indonesia Tabon A

Nomor 123 Tambahan L embaran Negaia Hepublik Indaoneasia
Nomor A5aw),

Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Donna
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Helaoja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun JO4
Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah dinbah dengan Parotoran
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tantang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dani
Desa yang Bersumbaer dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonasin Tahun
2015 Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia

Nomor 5694),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Barita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),

2014

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
160),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 161),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 162),

2)



14

19

16

17

18.

19.

20.

24

22

23.

24.

25.

Peraturan menteri desa Pembangunan Daerah tertinggal dan

Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan dana desa tahun 2021
Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa,

Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015
Nomor ) &

Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Malang, ( Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 9 );

Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, ( Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A ),

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, ( Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D ).

Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang
Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Malang nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Malang nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati No. 195.BD.11A Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A),

Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Review
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Slamparejo
Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020

Nomor .);

3)




Dengan Persetuyjuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKP-Des) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan .

:

2.
3.

Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan BPD.

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat
mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan
kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat RKP-Desaadalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa,
arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan
program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari RKP-Desayang memuat
rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.

4)
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Kade: Pemberdayant Masyarskat yang sslanptnya diaingkat KPM
adainh anggota Masyarskal Jeaa yang emilik  pengefatyan
kemausn untuk  Mengeeratkan Mmasyarakat berparhupas: dalam
pemberdayasn matyarakat dan pembangunan partispatif

Profi Desa adaiah gambaran menyeluryh tentang karakter Jdeua
yang meliput data dssar keluarga potena: sumber daya alam
sumber dayh Manusd kelembagaan prasarana dan sarana aera
perkembangan kemayuan dan permasalahan yang dihadap desa

BAB N
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des
Pasal 2

rencana RKP-Desadapat diajukan oleh Pemenntahan Desa

dalam menyusun rancangan RPJM-Des pemenntahan desa harus
memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  aspiras:  yang
berkembang di masyarakat yang dewadah: oleh LPMD

rancangan RKP-Desayang berasal dan pemernntahan desa
disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu
LPMD, PKK-Desa KPMD. Tokoh Masyarakat Tokoh Agama. dan
sebagainya,

setelah menerma rancangan RPJM-Des pemenntahan desa
melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penelasan
kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.

jika rancangan RKP-Desaberasal dan pemenntahan desa maka
pemerintahan desa mengundang LPMD lembaga-lembaga
kemasyarakatan, Tokoh Agama.

masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa
membahas RPJM-Des,

setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dan (5). maka pemenntahan desa menyelenggarakan rapat
paripurna yang dihadin oleh BPD dan pemernntan desa serta LPMD
dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan
BPD atas rancangan RKP-Desamenjadi RKP-Desayang dituangkan
dalam Peraturan Desa:

setelah mendapat persetujuan pemenntanan desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-
Desa.

BAB Il

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

a. pemerintahan desa wajb mengembangkan nila-miar demokrasi,

para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh

(&)



LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
b mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa
dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah
dan mufakat
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desaini
akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desaini mulai berlaku pada saat
diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Slamparejo
pada tanggal 08 Oktober 2020
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SLAMPAREJO

Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 09 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR &.
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BERITA ACARA
MUSDES RKP.Des

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musvaw

| - arah Desa tahun 2020 di
Desa Slamparejo Kecamatan

I -,
Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA maka pada hari ini

Hari dan Tanggal Kamis, 8 Oktober 2020

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Slamparejo

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa Lawan
COVID-19, dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah -

A. Materi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Slamparejo tahun
anggaran 2021.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : SUTRISNO NUGROHO dari BPD

Notulen : YUYUN DIAN K. dari Pemerintah
Desa
Narasumber : 1. H. WAHYUDI, SH,MM dari Pemerintah
Desa

2. VIKTOR WICAKSONO dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu:

Memutuskan dan mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2021.




Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penul (anggiiig (awily B
it

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya (ainpa adanya reliaynu
pihnk manapun dan dapat dipergunakan sebagal dasar piroses aelanjutiiys

gesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEPALA DESA KETUA BADAN KOORDINATOR TIM

SLAMAREJO» PERMUSYAWARATAN DIESA PENYUSUN RIKP- es
KR NREJL pPerubahan,

GROHO PONIDI
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DAFTAR HADIR

Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) tahun

2021 Desa Slamparejo Kec Jabung Kab Malang
Kamis 8 Oktober 2020

Balas Desa Siamparejpo
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